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Abstract

One of strategic done by Padang government to cover poverty in this city is Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). This
strategic involved society directly. KJKS is hoped to be the vehicle to develop income for poor village community.This
research was explanatory research by survey. It discussed a strategy to strengthen KJKS as syaria micro finance institution
to empower community’s economy in Padang city.Object of this research was working side by side (companion) to 11 KIJKS
from 11 districts in Padang city, Sumatera Barat.Sample taken by census. Data was primary taken by questioner and
secondary data by annual meeting of member’s report in the year of 2013 and 2014. Analysis was done by descriptive
statistics and crosstab data processed by SPSS for Windows versi 20. The result of research: majority KJKS in Padang city
established in 2010, incorporated and it had member more than 145 members. Most of KIJKS owned their sources of capital
from their members, Net Income, and Participation Capital Urban Village from Government of Padang. The government of
Padang had helped 54 KJKS. To strengthen the institutional, KJKS associated with society, cooperated with other
government, donors, and private. Distribution of funds was done by adopted syaria principle and partnership.
Financing/Receivable applied by KIJKS was Murabahah, Qardh and Mudharabah.

Keywords : syariah micro finance institution, explanatory research, Murabahah, Qardh and Mudharabah.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan pembangunan perekonomian masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi
pengangguran merupakan beberapa permasalahan yang sudah menjadi prioritas utama untuk diselesaikan
pemerintah Indonesia. Berbagai tahapan program seperti dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi
permasalahan tersebut agar terciptanya negeri Indonesia yang sejahtera dan makmur. Permasalahan yang sama
juga dihadapi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Sejak tahun 2004, terdapat peningkatan jumlah penduduk
miskin dan pada tahun 2012 mulai mengalami penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Padang,
sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel 1.

Hingga saat ini berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah kota Padang untuk pengentasan
kemiskinan, dan pemberdayaan perekonomian masyarakat miskin, diantaranya yaitu Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang hingga saat ini sudah terlaksana di 11 kecamatan dan 104
kelurahan di Kota Padang, adanya Program Kredit Mikro Kelurahan (KMK), pembentukan Koperasi Jasa
Keuangan Syariah (KJKS), terdapatnya program Jamkes Sumbar Sakato Kota Padang, serta penanggulangan
kemiskinan pada SKPD terkait.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Padang Tahun 2004 - 2013

Tahun Jumlah Penduduk
2013 44.000
2012 51.000
2011 53.000
2010 47.000
2009 52.000
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2008 40.000
2007 42.000
2006 34.000
2005 32.000
2004 31.000

Sumber : Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Program KJKS dirintis pada tahun 2010 dan tersebar diseluruh kelurahan di Kota Padang. Pendirian
KJKS ini dilakukan bertahap, yaitu pada tahun 2010 didirikan 54 KJKS, dan dilanjutkan pada 2011 dengan
mendirikan 20 KJKS. Pada tahun 2012 dikembangkan lagi pada 30 kelurahan, dan tahun 2013 berdiri lagi 20
KJKS. Sehingga total keseluruhan ada 104 KJKS yang tersebar pada 11 kecamatan Kota Padang.

Salah satu fungsi KIKS adalah menghimpun dana dari anggota koperasi, dan menyalurkan kembali
dana yang dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman pembiayaan. Produk
pembiayaan tersebut bisa beragam yaitu pembiayaan dengan kerjasama (mudharabah, musyarakah), pembiayaan
dengan jual beli (murabahah, salam, istishna), pembiayaan dengan sewa (ijarah) dan pembiayaan kebaikan
(gard).

Untuk itu penguatan institusi KJKS sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan salah satu strategis
pemerintah Kota Padang dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta menjadikan KJKS sebagai salah satu
wadah pengembangan ekonomi masyarakat yang miskin dengan berbasis syariah. Agar tercapatnya tujuan ini,
KJKS melakukan kerjasama langsung bersama masyarakat, kerjasama antar koperasi, lembaga keuangan,
pemerintah, lembaga donor, dan sektor swasta.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya penguatan institusi KIKS dalam rangka pemberdayaaan
perekonomian masyarakat di Kota Padang. Melalui penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan,
masukan baik bagi instansi pemerintah, masyarakat, dan ilmu pengetahuan di bidang syariah.

2. TELAAH LITERATUR
2.1 Definisi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.
35.3/Per/M.KUKM/X/2007, KIKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan,
investasi, dan simpanan dengan pola syariah.

KJKS menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsipkoperasi
sehingga dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi. KKJS adalah alat dari rumah tangga untuk mandiri
dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota
rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri senidi (self help). Maju mundurnya KJKS menjadi tanggung
jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (self responsibility). Anggota KJKS
berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KJKS. Dengan demikian KJKS wajib memberikan
manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang lebih besar kepada
anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. KJKS berfungsi
sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari
anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.
35.3/Per/M.KUKM/X/2007, menyebutkan bahwa persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh KIJKS sebagai
lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau
masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan,
KJKS masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen
usaha dan manajemen keuangan.

2. Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha
dan manajemen keuangan.

Namun, untuk mewujudkan pengelolaan KJKS yang sehat dan sesuai dengan jatidiri Koperasi dan
prinsip syariah, efektif dan efisien, serta pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau
aggotanya.

2.2 Tujuan Pendirian KIKS
Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.
35.3/Per/M.KUKM/X/2007, disebutkan bahwa tujuan pendirian KIJKS adalah :
a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha Mikri, kecil menengah, dan
koperasi melalui sistem syariah;

48



Variyetmi Wira dan Gustati

b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan
ekonomi Indonesia pada umunmya;
c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS.

2.3 Produk-produk KJKS

Dalam KepMenKop No. 91/Kep/K.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa KJKS dan Unit Jasa
Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola
syariah. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi meliputi kegiatan
penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain
itu KIKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan “maal” atau kegiatan pengumpulan dan
penyaluran dana Zskat, Infag dan Shodagoh (ZIS).

2.4 Jenis Penghimpunan Dana KJKS
Sumber dana yang dapat dihimpun oleh KJKS dan UJKS Koperasi digolongkan menjadi empat
golongan yaitu :
a. Modal, terdiri dari : simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (untuk UJKS) dan Modal Disetor/Modal Tetap
(untuk UJKS Koperasi);
b. Dana Investasi Tidak Terikat, seperti Simpanan Berjangka Mudharabah,
c. Dana Investasi Terikat Mudharabah Mugayyadah, serta
d. Dana Titipan; yaitu Simpanan/tabungan wadiah.

2.5 Produk penghimpunan KJKS
Dapat dibedakan dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu :

1. Mudharabah. Yaitu akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai
pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib) untuk
diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari
kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan
adanya Kkelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib) seperti penyelewengan, kecurangan,
dan penyalahgunaan dana. Akad Kerja sama Mudharabah dibedakan 2 jenis yaitu :

a. Mudharabah Muthlagah, yaitu perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu
(investasi tidak terikat).

b. Mudharabah Mugayyadah, akan ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus
dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan
objek investasinya (investasi yang terikat).

c. Wadiah, dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan
hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Jenis Wadiah ini ada 2
macam yaitu Wadiah Yad Amanah, dan Wadiah Yad Dhamanah

2.6 Jenis Layanan Penyaluran Dana

Layanan penyaluran dana terdiri dari beberapa jenis, yaitu Syirkah (kerjasama berbagi hasil), buyu’ (jual
beli), ijarah (sewa), maupun gardh (pinjaman). Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad bagi hasil
dilakukan dengan 2 jenis transaski yakni Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan KJKS harus diutamakan
kepada anggotanya. Kegiatan ini merupakan sumber utama pendapatan KJKS untuk menutupi seluruh
pengeluaran.

Untuk mendorong pertisipasi anggota dalam pembiayaan serta merangsang calon anggota adar menjadi anggota

koeprasi, perlu dipertimbangkan untuk membedakan pemberlakukan tingkat keuntungan antara anggota dan

calon anggota.
Pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan bahwa:
a. Pembiayaan akan memberikan mandaat kepada yang menerima, dan
b. Diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh mitra pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad jual beli diantaranya adalah Murabahah, Salam, dan

Istishna. Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad sewa diantaranya adalah ijarah dan ljarah Munthaiya

Bittamlik. Sementara transaksi berdasarkan akad pinjaman dilakukan dengan akad Qardh.

a. Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maa)
sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (modharib),
untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka
dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada)akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika
ditemukan adnaya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan,
kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
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b. Pembiayaan Musyarakah, adalah bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk
menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta
dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau
berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan
pembagian keuntungan.

c. Piutang Murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan
(margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjualn
harus memberitahu beberapa produl yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum atau secara
angsuran.

d. Piutang Salam (Salaf) adalah akad pembelian (jual beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan
pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diinginkan dan melakukan pembayaran
dimuka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang
keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima
kemudian.

e. Piutang Istishna, yaitu akad bersamapembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggunngan,
atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga
sekaligus menyediakan kebituhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akan
menjadi akad Ujrah (Upah).

f. ljarah, yaitu pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah assets sebagai ganti pembayaran.
Pengertian Sewa (ljarah) adalah sewa atas manfaat dari suatu aset, sedangkan sewa-beli (ijarah wan Iqtina)
atau disebut juga ljarah Muntahiya bi Tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

g. Qardh, adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harga kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan,

2.7 Pengembalian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara
koperasi dengan anggota, calo anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima
pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada koperasi sesuai akad disertai dengan
pembayaran sejumlah bagi hasil dari pemdapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana
pembiayaan tersebut.

Cara pengembalian dapat ditentukan berdasarkan sifat penghasilan dari mitra usaha atau kesepakatan
antara KJKS dengan mintra usaha, sehingga cara pengembalian pembiayaan bervariasi, yaitu salah satu atau
gabungan dari :

a. Pemotongan gaji
b. Mitra membayar sendiri ke KIKS atau UJKS Koperasi
c. KIKS atau UJKJ Koperasi melakukan penagihan pada mitra.

3. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk suvey, eksplanatoris (explanatory research).
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang upaya penguatan KJKS sebagai lembaga keuangan mikro
syariah dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kota Padang.

3.2 Objek Penelitian
Pendamping, atau pengelola yang mewakili masing-masing KJKS yang tersebar pada 11 (sebelas)
kecamatan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebanyak 104 KJKS.

3.3 Metode Penetapan Sampel (Sampling Method)
Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan sample dengan metode sensus, karena penelitian
ini mengambil seluruh KJKS yang ada di Kota Padang.

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer berupa instrumen yang berisikan
informasi tentang pengelolaan KJKS. Instrumen yang diteliti mencakup sumber modal, akses terhadap
permodalan, partisipasi modal, transaksi usaha, hubungan dengan masyarakat, kerjasama dengan pemerintah,
kerjasama antar koperasi, kerjasama dengan lembaga donor, dan kerja sama dengan sektor swasta . Instrumen ini
disebar ke seluruh KJKS yang ada di Kota Padang. Responden dalam objek penelitian ini adalah yang mewakili
KJKS dalam mengisi kuisioner penelitian. Disamping itu penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa
Laporan Rapat Anggota Tahunan KJKS untuk periode 2014.
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3.5 Metode Analisis

Penelitian ini mengunakan statistik deskriptif dalam menganalisisdata sekunder ataupun data primer
yang diolah dengan SPSS for Windows versi 20. Metode analisis yang dipakai adalah deskriptif, dan melakukan
crosstab data-data instrumen.

4. HASIL PENELITIAN
4.1 Gambaran Demografi Responden

Sampel yang terkumpul yang dapat diolah sebanyak 103 KJKS, dan 1 KJKS tidak dapat diolah lebih
lanjut karena kurang lengkapnya data. Sampel tersebut tersebar pada kecamatan yaitu 6 KIJKS dari Kecamatan
Bungus, 13 KJKS dari Kecamatan Koto Tangah, 9 KJSK dari Kecamatan Kuranji, 15 KIJKS dari Kecamatan
Lubuk Begalung, 7 KJKS dari Kecamatan Lubuk Kilangan, 6 KIKS dari Kecamatan Nanggalo, 10 KJKS dari
Kecamatan Padang Barat, 12 KIJKS dari Kecamatan Padang Selatan (termasuk 1 KJKS yang tidak dapat diolah),
10 KJKS dari Kecamatan Padang Timur, 7 KJKS dari Kecamatan Padang Utara, dan 9 KJKS dari Kecamatan
Pauh. Mayoritas, responden adalah perempuan sebanyak 79 orang, sedangkan sisanya adalah laki-laki.
Responden umumnya berposisi sebagai manajer KJKS, didirikan pada tahun 2010, dan telah berbadan hukum
serta beranggotakan lebih dari 145 orang.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Data.

Hasil uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Pengelolaan Organisasi KIJKS untuk masing-masing
komponen instrumen adalah valid dan reliable, yaitu Cronbach’s Alpha kisaran 0.800 - 0.900. Sedangkan
Correlated Variance if Deleteddiatas 0.1988. Instrumen yang diteliti mencakup sumber modal, akses terhadap
permodalan, partisipasi modal, transaksi usaha, hubungan dengan masyarakat, kerjasama dengan pemerintah,
kerjasama antar koperasi, kerjasama dengan lembaga donor, dan kerja sama dengan sektor swasta .

4.3 Upaya Penguatan KJKS dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian di Kota Padang.
4.3.1 Sumber Dana KJKS
4.3.1.1 Dari Anggota

Hasil pengolahan data memperlihatkan mayoritas KIKS di Kota Padang memiliki modal anggota
berkisar lebih dari Rp.33.238.900 sampai dengan Rp.49.858.350,- vyaitu sebanyak 27 KJKS dengan jumlah
anggota berkisar 97 sampai 144 orang.

Tabel 1 : Jumlah Modal AnggotaKJKS di Kota Padang

Jumlah Modal dari Anggota Jumlah KJKS %

tidak ada informasi 2 1,9
Rp.1 s/d Rp. 16.619.450 22 214
>Rp. 16.619.450 s/d Rp. 33.238.900 24 23,3
>Rp. 33.238.900 s/d Rp. 49.858.350 27 26,2
> Rp. 49.858.350 s/d Rp. 66.477.800 14 13,6
> Rp. 66.477.800 s/d Rp. 83.097.250 7 6,8
> Rp. 83.097.250 s/d Rp.99.716.700 2 1,9
> Rp. 99.716.700 s/d Rp.116.336.150 2 1,9
> Rp. 116.336.150 s/d Rp. 132.955.600 3 2,9

Total 103 100,0

Sumber : Pengolahan data 2015

Dalam hal ini juga terdapat modal anggota yang mencapai Rp. 132.955.600 yaitu KIKS BMT Padang
Besi - Lubuk Kilangan dengan jumlah anggota KJKS 382 orang, KIJKS BMT Kel. Batipuh Panjang - Koto
Tangah dengan jumlah anggota KJKS 348 orang, dan KJKS BMT Batuang Taba Nan XX dengan jumlah
anggota 300 orang.

Meskipun modal anggota masih relatif sedikit, namun pengurus dan pengelola bersama anggota KJKS
tetap berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan modal sendiri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan aset
dengan sendirinya. Untuk mewujudkan hal ini, anggota KJKS patuh dan taat membayar simpanan pokok
ataupun simpanan wajib. Disamping itu, KIKS juga menyisihkan cadangan dari SHU untuk menambah modal
KJKS.

4.3.1.2 Berasal dari Non Anggota

KJKS dipercaya untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan
perekonomian masyarakat bersama pemerintah.Program ini diwujudkan dengan menyalurkan Modal Penyertaan
Kelurahan pada KJKS. Modal penyertaan ini mampu meningkatkan jumlah dana KJKS, dan nantinya akan
dikucurkan kepada anggota KJKS. Untuk memperlancar program tersebut, KIKS menjalin komunikasi yang
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baik dengan pemerintah lokal dan nasional. KJKS turut dilibatkan dalam forum dialog untuk penetapan
kebijakan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Hal ini ditujukan agar KJKS dapat memberikan
masukan terhadap rencana kegiatan tahunan pemerintah. Sampai tahun 2014 pemerintah kota Padang melalui
kelurahan telah mengucurkan dana dalam bentuk Modal Penyertaan Kelurahan yang tersebar pada 54 KJKS
Kelurahan, yaitu KJKS yang berada di kecamatan Kuranji, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Padang Barat,
Padang Selatan, dan Padang Timur. Penyertaan ini mayoritas disebar pada KJKS yang berlokasi di Kecamatan
Lubuk Begalung sebanyak 15 KJKS, Padang Selatan sebanyak 12 KJKS, Padang Timur sebanyak 10 KJKS, dan
Padang Barat sebanyak 10 KJKS.

4.3.2  Upaya Penguatan KJKS Dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat.

KJKS cukup mudah dan dipercaya memperoleh dana dari pihak lain. Hal ini disebabkan KJKS sudah
cukup punya kemampuan dalam memenuhi standar atau kriteria pembiayaan, dan memiliki kemampuan untuk
mengembalikan modal pihak lain. Disamping mengadakan kerja sama dengan pemerintah, KJKS juga
mengupayakan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti kerjasama antar koperasi, lembaga donor, dan sektor
swasta. Dalam hal ini

KJKS juga membangun kerjasama dengan koperasi lain ditujukan untuk meningkatkan kapasitas
usaha. Untuk mewujudkan hal tersebut KIJKS ikut serta dalam forum dialog atau asosiasi koperasi di tingkat
lokal, nasional, dan internasional. Hal ini ditujukan agar KJKS dapat memberikan masukan terhadap rencana
pengembangan jaringan usaha koperasi.

Disamping itu KJKS juga berupaya melakukan kerjasama dengan lembaga donor, baik nasional
ataupun internasional.Untuk mewujudkan kerjasama ini KIKS berupaya memiliki kredibilitas dimata lembaga
donor dan memiliki kapasitas untuk berdialog serta bernegoisiasi dengan lembaga donor.Begitu juga halnya
dengan sektor swasta, KIKS menjalin hubungan yang baik dan memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan
sektor swasta.Hal ini ditujukan untuk membangun kepercayaan dalam mengembangkan program ekonomi
dengan sektor swasta.

Keberadaan KJKS sangat dirasakan kebermanfaatannya dalam pembangunan perekonomian
masyarakat pada umumnya, dan anggota pada khususnya.Karena kegiatan usaha KJKS dirasakan oleh
masyarakat disekitarnya, serta berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkannya,
pengelola dan pengurus mengelola KIKS dengan profesional, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dalam hal ini pengurus, pengelola, dan pengawas dalam melaksanakan tugas tidak melakukan hal-hal
yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok atau berpotensi merugikan
KJKS.Disamping itu KJKS juga memberikan kemudahan dalam pelayanan, dan memberikan respon proaktif
kepada anggota, dan masyarakat.

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah, KJKS menerapkan prinsip-prinsip syariah
dalam penyaluran dana kepada anggotanya. KIJKS juga menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak
dalam masyarakat melalui prinsip-prinsip kemitraan.Jenis pembiayaan/piutang yang paling banyak diterapkan
KJKS di Kota Padang adalah pembiayaan Murabahah, yaitu 81 KJKS, kemudian jenis pembiayaan Qardh
sebanyak 35 KJKS dan Pembiayaan Mudharabah sebanyak 21 KIKS.Anggota KJKS turut berperan aktif dalam
memberikan kontribusi modal dan keterlibatan dalam peningkatan usaha koperasi, memanfaatkan fasilitas yang

tersedia dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha anggota.

Tabel 2 : Jenis Pembiayaan KJKS di Kota Padang

No. Jenis Piutang/Pembiayaan Jumlah KJKS
1. Pembiayaan Murabahah 81
2. Pembiayaan Istishna 2
3. Pembiayaan Musyarakah 3
4. Pembiayaan Qardh 35
5. Pembiayaan Mudharabah 21
6. Pembiayaan Rahn 1
7. Piutang Salam 1

Sumber : Pengolahan Data, 2015

Dalam pemberian pembiayaan, KIJKS menerapkan prosedur pembiayaan dengan efektif, memiliki
kebijakan tertulis tentang kebijakan pembiayaan dan piutang. Kebijakan pembiayaan dan piutang yang sesuai
dgn kondisi keuangan KJKS, serta menyediakan dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan.
Dalam pembiayaan juga diberlakukan sistem agunan, dimana setiap pembiayaan yang diberikan didukung
dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi
anggota sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Ini menggambarkan KJKS mengambil
keputusanberdasarkanprinsip kehati-hatian. Keputusan memberikan pembiayaan dan atau penempatan dana
tersebut dituangkan dalam rapat komite.
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Setelah pembiayaan diberikan KJKS melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta
kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya. Pemantauan terhadap pembiayaan dicatat
dalam laporan monitoring. KIKS melakukan peninjauan, penilaian,dan pengikatan terhadap agunannya. Dalam
kegiatan pengikatan danatau penyerahan dokumen, dituangkan dalam dokumen tertulis.

Dalam hal pembiayaan, anggota dituntut untuk taat dalam mengembalikan pinjaman, sehingga sebagai
pemilik KJKS anggota mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KJKS sesuai dengan
ketentuan berlaku. Untuk pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah, KIKS dapat menagih sekurang-
kurangnya 1/3 dari pembiayaan macet tahun lalu. Untuk kehati-hatian, KIKS membuat suatu dana cadangan
penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan. Kebijakan cadangan
penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalahditulisdalam kebijakan, dan dituangkan dalam laporan.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
5.1 Simpulan

KJKS dipercaya untuk menjalankan program pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan perekonomian
masyarakat bersama pemerintah.KJKS merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah Kota
Padang dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan bekerjasama langsung bersama masyarakat. KIKS
diharapkan sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat Kelurahan yang miskin.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk suvey, dan explanatory research yang
bertujuan membahas upaya penguatan KJKS sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan
perekonomian masyarakat di Kota Padang.Objek Penelitian ini adalah pendamping, atau pengelola yang
mewakili masing-masing KJKS yang tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan di Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat sebanyak 103 KJKS.

Pengambilan sampel menggunakan metode sensus, Data yang digunakan adalah data primer berupa
kuisioner, dan data sekunder berupa laporan Rapat Anggota Tahunan tahun 2013 dan 2014. Penelitian ini
mengunakan statistik deskriptif dalam menganalisisdata sekunder ataupun data primer yang diolah dengan SPSS
for Windows versi 20.Metode analisis yang dipakai adalah deskriptif, dan melakukan crosstab data-data
instrumen.

Hasil penelitian adalah responden penelitian tersebar pada 11 kecamatan di Kota Padang, didirikan
pada tahun 2010, dan telah berbadan hukumserta beranggotakan lebih dari 145 orang. Responden
mayoritasadalah perempuan, umumnya berposisi sebagai manajer KJKS. Mayoritas KJKS di Kota Padang
memiliki modal anggota berkisar lebih dari Rp.33.238.900 sampai dengan Rp.49.858.350,- dengan jumlah
anggota berkisar 97 sampai 144 orang, dan terdapat total modal anggota mencapai Rp.132.955.600 dengan
jumlah anggota lebih 300 orang. Selain itu, sumber modal KJKS juga mayoritas dari SHU yang diperoleh dan
adanya Modal Penyertaan Kelurahan yang disalurkan Pemerintah kota Padang pada 54 KJKS.

Bentuk upaya penguatan KJKS dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat adalah
menjalin hubungan dengan masyarakat, melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, koperasi lainnya, lembaga
donor, dan sektor swasta.Keberadaan KJKS sangat dirasakan kebermanfaatannya dalam pembangunan
perekonomian masyarakat pada umumnya, dan anggota pada khususnya. Penyaluran dana kepada anggotanya
menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan melalui prinsip-prinsip kemitraan. Jenis pembiayaan/piutang yang
paling banyak diterapkan KJKS di Kota Padang adalah pembiayaan Murabahah, yaitu 81 KIJKS, kemudian jenis
pembiayaan Qardh sebanyak 35 KJKS dan Pembiayaan Mudharabah sebanyak 21 KJKS.

5.2 Keterbatasan Penelitian

a. Penelitian ini hanya mengkaji KIKS yang berlokasi di Kota Padang saja.

b. Tidak mengkaji secara mendalam kendala-kendala KJKS baik dari pendanaan ataupun pembiayaan.
c. Hanya melibatkan pengelola, dan pengurus KJKS dalam pengisian data kuisioner.

5.3 Saran.

a. Bagi kelengkapan penelitian ini, sebaiknya ruang lingkup penelitian lebih dikembangkan pada seluruh
KJKS yang berada kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

b. Mengkaji secara mendalam kendala-kendala KIKS baik dari aspek permodalan ataupun aspek pembiayaan.

c. Melibatkan anggota KJKS dalam pengisian data kuisioner

REFERENSI

Afrianti, Aan, 2010, Strategi Koperarasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF)
- Studi Kasus Pada KJK Syariah Arrahmah Cinere, Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Mu’Amalat,
Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Skripsi.

53



Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah....

Budiawan, Eko, 2013, Konsep Lembaga Keuangan Syariah, Artikel

Bahri, Saiful, 2011, Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dalam Pengembangan KJKS, Skripsi,
Fakultas Syariah dan hukum, Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Muamalat, Fakultas Syariah dan hukum UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Burhanudin, 2012, Pemahaman Dan Penerapan Al-Qard Al-Hasan Pada KJKS BMT Haniva, Fakultas Syari’Ah Dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Faridah, Idah, 2011, Efektifitas Program Dana Bergulir Syariah Bagi Peningkatan Akses Keuangan KJKS Dalam Rangka
Memperkuat UKM, Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah Dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Handayani, Septianning ; Aranti W, Naning; Rusdiansyah, Ahmad; 2012, Pemodelan Sistem Pengelolaan Zakat, Infaqg, dan
Shadagah Sebagai Dana Produktif Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Untuk Usaha Mikro, Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Paper.

Hanna, Lutfiyah Rijma, 2012, peranan KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Dalam Memberdayakan Perdagangan Usaha
Kecil (Di Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh
Nurjati, Cirebon, Skripsi.

Hananah, Agustya, Riris; Fahma, Khoiro Indana, 2011, Bentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS): Baitul Mal Wa
Tamwil atau Koperasi Keuangan Jasa Syariah, Koperasi PondokPesantren, Konsentrasi Asuransi Syariah, Program
Studi Muamalat(Ekonomi Islam), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta.

Listanti, Daniatu; Dzulkirom, Moch; dan Topowijono, 2015, Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada
Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KIKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur
Periode 2011-2013), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 1 No. 1 Januari 2015.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2 tentang Standar
Operasional dan Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007
tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah
Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Kuengan Syariah

Pristiyanto, Bintoro; Mochamad Hasjim; dan Soekarto, Soewarno Tjokro; Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang, Jurnal Manajemen IKM, Vol.8
No.1, Februari 2013, ISSN 2085-8418, http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/

Primasatya, Arya, 2014, Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Koperasi Syariah Kanindo Jatim (Studi Di
Koeprasi Syariah Kanindo Jatim, Dau, Kabupaten Malang), Jurnal lImiah, Universitas Brawijaya, Malang.

Said, Salmah, 2012, Lembaga Keuangan Mikro Syariah DanPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Makassar(Sharia-Based
Microfinance Institutions And TheEmpowerment Of Society Economy In Makassar), Conference Proceedings,
Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS XI1), IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Supriyatni, Renny, Dr. Hj. S.H., M.H, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, 2009, Paper.

Website BPS Kota Padang

Web Site Pemerintah Kota Padang

Zahro, Binti Inazatuz, 2010, Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Serta Pengaruhnya Terhadap Usaha
Mikro,Kecil Dan Menengah (UMKM)Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia,Disusun Untuk Mengikuti

LKTMI Februari, Universitas Airlangga tahun 2010, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya.

54



